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BUPATI BANGKA TENGAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH 

NOMOR  67  TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BANGKA TENGAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemeritahan Daerah 
dan menjamin ketersediaan Arsip yang autentik serta 
mendinamiskan sistem Kearsipan di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bangka Tengah, perlu dilakukan penyelenggaraan 
Kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar 

penyelenggaraan Kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu mengatur Pedoman Klasifikasi Arsip di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; 

 
 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000          

Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 

 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 
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3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009        
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 
 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 

tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 

 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 

tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282); 
 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 
 

11. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Naskah 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 
(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 

Nomor 856); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip. 
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 
Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, 

Perusahaan Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan 
dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara 
berjenjang dan hasil pelksanaan tugas dan fungsi instansi 

menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan. 
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal 

suatu struktuf fungsi yang digunakan untuk membantu 

menyusun tata letak identitas Arsip. 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Perda. 

 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 
pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah. 
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Pasal 3 

 
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah: 
a. menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh 

unit kerja di lingkungan Pemerintahan Daerah; 
b. menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya 

sebagai alat bukti yang sah; 

c. menjamin terwujudnya pengelolaan Arsip yang andal dan 
pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
d. mendinamiskan penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan 

Pemerintahan Daerah; 

e. mewujudkan penyelenggaraan Kearsipan sebagai suatu sistem 
yang terpadu; dan 

f. menjamin keselamatan dan keamanan Arsip. 

 
 

BAB III 
KODE KLASIFIKASI ARSIP 

 

Pasal 4 
 

(1)  Pedoman Klasifikasi Arsip meliputi kode dalam bentuk 
numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang 
mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 

di lingkungan Pemerintah Daerah. 
 

(2)  Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 
 

BAB IV 
PEMBINAAN 

 
Pasal 5 

 

Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Kode 
Klasifikasi Arsip, dilakukan pembinaan Kearsipan secara terpadu 
dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan di bidang Kearsipan. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



5 
 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 
 
 

Ditetapkan di Koba 
pada tanggal 1 April  2021 

 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

 
ttd/dto 

 

ALGAFRY RAHMAN 
 

 
Diundangkan di Koba 
pada tanggal  1  April  2021 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 

 
 

ttd/dto 
 
SUGIANTO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR  1042 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. BANGKA TENGAH, 
 

 

AFRIZAL, SH 
PEMBINA 

NIP. 19810411 200501 1 006 

 


